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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara perencanaan anggaran biaya rutin dalam satu tahun sampai penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD), serta pencairannya agar dapat menjamin kelancaran pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar demi terlaksananya pelayanan kepada masyarakat.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini menjelaskan :
2.1. Perencanaan anggaran biaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, yang meliputi penyusunan dan pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai dengan disetujuinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depasar dan Tim Anggaran Pemerintah Kota.
2.2. Pencairan anggaran biaya dari Kantor Kas Daerah Kota Denpasar.
3. DASAR HUKUM
3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3.5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
3.8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.
3.9. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah.
3.10. Peraturan Walikota Denpasar No. 57  Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan  Keuangan Daerah Kota Denpasar.
3.11. Peraturan Walikota Denpasar No. 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar.
3.12. Peraturan Walikota Denpasar No. 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan.
3.13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017.
3.14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3.15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.
3.16. Lampiran I Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3.17. Lampiran II Kode Rekening, Asset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
3.18. Lampiran III Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3.19. Lampiran IV Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD.
3.20. Lampiran V Sistem dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah.
3.21. Lampiran VI Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar.
4. DEFINISI

4.1. SIPKD adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.2. Keuangan daerah  adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4.3. Anggaran Belanja Pembangunan Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
4.4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
4.5. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
4.6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
4.7. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4.8. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban asset, utang dan euitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja danpembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
4.9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
4.10. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4.11. SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. 
4.12. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan. 
4.13. SPP Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
4.14. SPM Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan  untuk mendanai kegiatan.
4.15. SPM Ganti Uang (SPM-GU) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
4.16. SPM Tambah Uang (SPM-TU) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.
4.17. SPM Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD.
4.18. SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
5. KETERKAITAN

-
6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pengelolaan keuangan dan proses selanjutnya.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA
7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah

7.2. Mampu mengoperasikan komputer
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja
8.2. Tempat Arsip/Almari
8.3. Meja


8.4. Kursi

8.5. Komputer
8.6. Printer
9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Perencanaan Anggaran Biaya

9.1.1. 
Pengelompokan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu : 
· Belanja Tidak Langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, dikoordinir Sub Bagian Keuangan.
· Belanja Langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, dikoordinir Sub Bagian Program.
9.1.2. 
Berdasarkan realisasi biaya rutin tahun-tahun sebelumnya dan rencana untuk tahun yang akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar mengadakan evaluasi untuk penyusunan RKA Belanja Tidak Langsung. Penyusunan RKA untuk Belanja Langsung mengacu pada SOP Sub Bagian Program.

9.1.3. 
Sub Bagian Keuangan mengkoordinir penghimpunan semua data-data kebutuhan anggaran biaya khususnya untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

9.1.4. 
RKA Belanja Tidak Langsung ini diserahkan oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar (Bidang Anggaran) untuk diteliti dan menetapkan plafon untuk disetujui dalam tahun anggaran yang akan datang.

9.1.5. 
Berdasarkan plafon yang diterima oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar maka dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA kemudian diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar untuk menunggu adanya penelitian dari Tim Peneliti Anggaran.

9.1.6. 
Tim Peneliti Anggaran kemudian menetapkan jadwal dan mengundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar (yang terdiri dari Kasubbag Keuangan, masing-masing Kepala Bidang, Sekretaris, Kasubbag Program) untuk mengadakan penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah dibuat.

9.1.7. 
Tim Peneliti Anggaran melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah dibuat dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Hasil Penelitian. 

9.1.8. 
Apabila masih terdapat kesalahan, maka DPA harus diperbaiki sedangkan kalau sudah benar maka DPA tersebut dikirim ke Tim Anggaran Kota Denpasar untuk dibahas dengan DPRD.

9.1.9. 
Apabila telah disetujui oleh DPRD maka kemudian Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan DPA.

9.2. Pengambilan Ijin

9.2.1. Seluruh berkas permohonan yang telah terbit , diterima oleh Sub Bagian Umum dan dicatatkan pada buku registrasi dan diserahkan kepada petugas pengambilan.
9.2.2. Petugas loket pengambilan melakukan update terhadap surat pemberitahuan pengambilan ijin untuk mendapatkan nomor dan tanggal surat, melakukan stempel surat, pengiriman sms pemberitahuan serta  menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengambilan Ijin ke bagian umum untuk dikirimkan ke pemohon.
9.2.3. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dengan membawa Tanda Terima Registrasi atau Surat Pemberitahuan Pengambilan Ijin ke Petugas Loket Pengambilan. Apabila daftar ulang, maka pemohon wajib membawa ijin asli yang telah habis masa berlaku ataupun yang mengalami perubahan.
9.2.4. Apabila ada retribusi, pemohon membayar retribusi ke loket Bank BPD Bali. Bukti pembayaran diserahkan kepada petugas pengambilan.
9.2.5. Petugas pengambilan mencatatkan dalam sistem dan menuliskan penomoran dan tanggal pada sertifikat ijin serta memberikan cap pada sertifikat ijin
9.2.6. Kemudian pemohon mendapatkan Sertifikat Perijinan pada Loket pengambilan dengan mengisi Kuesioner SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dan menandatangani buku agenda pengambilan ijin terlebih dahulu.
9.2.7. Untuk ijin dengan retribusi yang melewati waktu 30 hari dari tanggal pemberitahuan akan diserahkan kepada Bidang A/B/C untuk dibuatkan pembatalan ijin.
9.2.8. Sedangkan permohonan ijin tanpa retribusi akan dikirimkan via pos melalui Kasubbag Umum.

9.2.9. Semua Berkas Permohonan dan Ijin diserahkan kepada Kepala Sub Umum untuk diarsipkan.
9.3. Realisasi Keuangan

9.3.1. 
Bendahara penerimaan menerima kwitansi pembayaran dari pemohon (kwitansi yang telah dibayarkan pemohon melalui BPD Bali).
9.3.2. Bendahara penerimaan mencatatkan kwitansi pembayaran tersebut pada Buku Kas Umum Penerimaan (BKU Penerimaan).
9.3.3. Bendahara penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS) penerimaan retribusi pada akhir pelayanan setiap hari kerja dan disetorkan pada Kas Daerah melalui BPD Bali.
9.3.4. Setiap akhir bulan bendahara penerimaan membuat laporan realisasi penerimaan retribusi yang disampaikan kepada Walikota melalui Bapenda Kota Denpasar .
9.4. Realisasi Belanja
9.4.1. Setiap awal tahun, Bendahara Pengeluaran menerima Uang Persediaan (UP) yaitu 1/12 dari DPA Belanja Langsung yang telah disetujui. Sisa anggaran dalam DPA baru bisa diajukan pencairannya setelah minimal 75 % dari dana UP sudah dipertanggungjawabkan. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan akan dicatat dalam SIPKD oleh Operator SIPKD.
9.4.2. UP kemudian didistribusikan ke masing-masing kegiatan sesuai permintaan untuk dibelanjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bukti pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing bidang diajukan kepada Sub Bagian Keuangan setiap bulannya dan dilanjutkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi) Kota Denpasar dalam bentuk SPP-GU dan SPM-GU untuk dilakukan penggantian.
9.4.3. SP2D GU diterima Bendahara Pengeluaran melalui transfer ke rekening Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
9.4.4. Apabila dana GU tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan selama satu bulan tertentu, maka Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan penambahan TU dengan mengajukan SPP-TU dan SPM-TU kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
9.4.5. Penerimaan uang dari SP2D-TU harus habis pada bulan yang telah direncanakan, dan langsung dibuatkan SPJ pada bulan tersebut.
9.4.6. Untuk proses realisasi keuangan belanja barang dan jasa dapat diajukan menggunakan SPP-GU dan SPP-LS untuk menerbitkan SPM-GU dan SPM-LS.
9.4.7. Sedangkan untuk belanja modal maka diajukan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar. Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar akan melakukan realisasi pembayaran berupa SP2D LS kepada rekening rekanan/pihak ketiga tanpa melewati rekening Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
9.4.8. Pengurus Gaji melakukan pembayaran gaji setiap bulannya dan membuat SPP-Gaji dan SPM-Gaji yang telah diketahui oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
9.4.9. Lampiran SPJ mengacu pada Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi Pengelola Dana APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran yang Bersangkutan.
9.4.10. Penyerapan Keuangan dilaporkan setiap 3 bulan dan 6 bulan dalam Laporan Penyerapan Keuangan Triwulan dan Laporan Penyerapan Keuangan Semester.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. RKA
10.2. DPA
10.3. Berita Acara Penelitian
10.4. SPP
10.5. SPM
10.6. SP2D
10.7. Lampiran SPJ
10.8. Laporan Penyerapan Keuangan
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